BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1.

Praktik pemidanaan terhadap para pelaku perbuatan perdagangan
pengaruh dalam ketiga Putusan Pengadilan Negeri, yaitu Putusan PN
N0.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. (Kasus Irman Gusman), Putusan
Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 (Kasus Luthfi Hasan Ishaaq),
dan Putusan No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst (Kasus Muchammad
Romahurmuziy) pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut
semuanya mengarah pada kepada perdagangan pengaruh, namun Putusan
Majelis Hakim menciderai Asas legalitas, karena Majelis hakim menggunakan
analogi pada perbuatan perdagangan pengaruh ke dalam rumusan delik Pasal
Suap, hal ini dikarenakan pada saat menentukan adanya perbuatan pidana
seharusnya tidak boleh menggunakan anologi, tindakan Majelis Hakim
tersebut disebabkan belum diaturnya sanksi pidana bagi perbuatan perdangan
pangaruh.

Kebijakan Formulasi perbuatan perdagangan pengaruh sampai saat ini
belum menjadi hukum positif di Indonesia, hal ini dikarenakan belum terdapat
pengaturan sanksi pidana perbuatan perdagangan pengaruh dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Corruption 2003, dan tidak adanya delik perdagangan
pengaruh atau Trading in Influence di UUTIPIKOR.
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5.2 SARAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, sebagai
akhir dari penelitian, maka penulis memberikan saran kepada pihak yang
berhubungan, yaitu:

1. Dalam rangka untuk mengakomodir zaman, terutama dalam mengatasi
perkembangan korupsi yang kian berevolusi, pemerintah harus melakukan
pembaharuan hukum. Yang mana hal ini adalah amanat dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption 2003. Legislatif dan pemerintah harus melakukan
pembaharuan hukum dengan merevisi Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi untuk memasukan dan mengatur perbuatan perdagangan pengaruh
beserta sanksinya. Oleh karena itu diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi.

2. Kemudian, sebagai akhir dari penulisan, di bawah ini adalah formulasi
pasal perdagangan pengaruh yang penulis usulkan sebagai pijakan bagi
legislative dan pemerintah:

PASAL MEMPERDAGANGKAN PENGARUH
Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling
singkat x tahun, paling lama xx tahun dan denda paling sedikit Rp. xxxx, paling
banyak Rp. xxxxx., setiap orang yang:

(1) Memberikan janji atau penawaran atau pemberian kepada pejabat publik
atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat
yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut
menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan
maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak
semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan
tersebut atau untuk orang lain siapa pun.

(2) Menerima Permintaan atau janji atau sesuatu apa pun oleh pejabat publik
atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat
yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat
publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau
dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu

manfaat yang tidak semestinya.
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